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I. MANAJEMEN PERADILAN  

1. Kondisi : 

Dalam pengelolaan Website sudah baik, dalam Penilaian Triwulan II Tahun 

2023   pengelolaan website memperoleh nilai 2,86 dalam Penilaian 

Triwulan III Tahun 2023   pengelolaan website memperoleh nilai 2,87 

sehingga hanya mengalami kenaikan yang berkisar 1 % yang seharusnya 

nilai yang diperoleh 3 %; 

Kriteria :  

Keputusan Direktorat Jenderal Peradilan Agama Nomor 

003.a/Dja/SK/I/2015 tentang Pedoman Pelayanan Informasi melalui website 

pada Peradilan Agama 

Sebab : 

Masih ada komponen yang perlu di update setiap waktu dan berdasarkan 

wawancara dengan pejabat terkait hal ini berkaitan dengan menu relaas 

perlu di upload ke dalam website; 

Akibat : 

Nilai pada Penilaian Triwulan Badilag belum mengalami kenaikan yang 

signifikan; 

Rekomendasi : 

Penilaian pada Triwulan IV harus di tingkatkan dengan cara relaas yang 

belum di upload agar segera di upload sehingga kinerja akhir tahun dapat 

meningkat; 
 

2. Kondisi 

Dalam penilaian Monitoring CCTV pada PA. Maros dalam kondisi Online 

sehingga pada penilaian kinerja Triwulan III mengalami penurunan 2,94 % 



 

sedangkan pada penilaian kinerja Triwulan IV telah memperoleh nilai yang 

sesuai dengan standar penilaian 3%  

Kriteria:  

Surat PLT Dirjen Badan Peradilan Agama Nomor 3147/DJA/TI1.1.1/X/2023  

Hal Monitoring Pelaksanaan Kebijakan Aplikasi Acces CCTV Online (ACO) 

tanggal 13 Oktober 2023; 

Sebab: 

Nilai pada penilaian Triwulan III mengalami penurunan dibandingkan 

Triwulan sebelumnya walaupun dari segi peringkat PA. Maros mengalami 

peningkatan, sebelumnya rangking  82 (76,19) sekarang menjadi rangking 

76 (80,91); 

Akibat: 

Penilaian Triwulan III mengalami penurunan dibandingkan Triwulan 

sebelumnya; 

Rekomendasi: 

Agar penilaian kinerja Triwulan berikutnya dapat di tingkatkan kembali 

sehingga capaian persentase dapat naik; 

 

3. Kondisi : 

Dalam memulai suatu pekerjaan setiap pegawai harus mengetahui job 

descriptionnya masing-masing agar tahu tugas pokok dan fungsinya, 

namun pada PA. Maros belum terdapat Job descriptionnya; 

Kriteria :  

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan 

tata kerja kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan dan perubahannya 

perubahannya; 

Sebab : 

Belum dibuatkan Job deskriptionnya yang jelas; 

Akibat : 

Pegawai belum mengetahui Job description dari pekerjaan dan tupoksinya; 

Rekomendasi : 

Untuk segera di tindaklanjuti dengan dibuatkan Job description masing -

masing pegawai; 



 

 

II. KINERJA PELAYANAN PUBLIK 

1. ID Card Pencari Keadilan 

Kondisi: 

Ada bebarapa tali ID Card yang sudah putus dan disambung ulang. 

Kriteria: 

Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah 

Agung Republik Indonesia Nomor: 1812/DJA/HM.00/6/2021 tanggal 9 Juni 

2021 tentang peningkatan kulitas. 

Sebab: 

Petugas Pengelola ID Card kurang perhatian terhadap keadaan ID Card. 

 

Akibat: 

Pihak berperkara belum terlayani secara maksimal dan nyaman. 

Rekomendasi: 

Agar segera mengganti tali ID Card yang telah putus. 

 

2. Buku Penilaian Kepuasan Layanan Harian 

Kondisi: 

 Survey Kepuasan harian periode bulan Desember 2023 tidak dilaksanakan 

setiap hari perjenis layanan. 

Kriteria: 

Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah 

Agung Republik Indonesia nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 tanggal 2 

Agustus 2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di 

Lingkungan Peradilan Agama. 

Sebab: 

Petugas Survey Layanan Harian pada PTSP kurang perhatian pada 

pelaksanaan survey.  

 

Akibat: 

Kepuasan harian para pihak tidak terukur; 

Rekomendasi: 



 

Agar segera menjalankan kembali layanan survey harian PTSP disetiap 

layanan. 

 

3.  Laporan Penyelenggaraan PTSP 

Kondisi: 

Laporan Penyelenggaraan PTSP bulan Nopember dan Desember 2023 

belum dibuat secara periodik dan berjenjang. 

Kriteria: 

 Surat Keputusan Direktur Jendral Badan Peradilan Agama Mahkamah 

Agung Republik Indonesia nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 tanggal 2 

Agustus 2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di 

Lingkungan Peradilan Agama Pasal 42. 

Sebab: 

Pengelola PTSP belum memahami kewajiban membuat laporan. 

Akibat: 

Pimpinan tidak bisa mengetahui secara akurat jumlah pengguna layanan, 

jenis layanan yang diberikan, dan kendala yang dihadapi setiap bulannya; 

Rekomendasi: 

Agar segera membuat laporan bulanan penyelanggaraan PTSP dan 

dilaporkan ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar. 

III. ADMINISTRASI PERKARA 

1. Kondisi 

Untuk tata kelola arsip secara manual di PA Maros sudah baik, namun 

perlu dilakukan peningkatan seperti belum ada cctv untuk pengawasan 

ruang arsip, dan masih kekurangan rak dan box untuk arsip inaktif. 

Kriteria  

a. Pasal 121 ayat (4) HIR/145 ayat (4) RBG  

b. Pasal 101 UU Nomor 7 tahun 1989.  

c. SK KMA No. KMA 01/SK/I/1991, tentang Pola Bindalmin  

d. SK KMA No. KMA /32/SK/IV/2006 (Buku II Edisi 2013) Angka I, huruf A, 

angka 9; 

 

 



 

Sebab 

Untuk ruang arsip masih dalam proses penataan karena masih kekurangan 

rak dan box untuk menyimpan semua arsip perkara. 

Akibat 

Untuk saat ini penataan arsip masih belum sesuai sehingga posisi berkas 

masih ada dimana-mana atau tidak pada boxnya. 

Rekomendasi 

Agar sarana dan prasarana untuk penataan ruang arsip dilengkapi secara 

bertahap sesuai anggaran yang tersedia sehingga kedepannya ruang arsip 

PA Maros tertata sesuai aturan; 

  

IV. ADMINISTRASI PERSIDANGAN 

1. Kondisi 

Terdapat di dalam amar perkara Nomor 410/Pdt.G/2023/PA Mrs identitas 

para pihak tidak lengkap dalam hal ini nama orang tua para pihak tidak 

dicantumkan padahal di dalam surat gugatan sudah lengkap semuanya; 

Kriteria 

Kekeliruan penulisan atau penyebutan nama Penggugat ataupun Tergugat 

dalam amar putusan dapat mengakibatkan baik pihak Penggugat maupun 

Tergugat menjadi kabur karena banyaknya persamaan nama sehingga 

akan kesulitan pada saat putusan tersebut akan di eksekusi; 

Sebab 

kurang teliti pada saat membuat putusan; 

Akibat 

Identitas para pihak menjadi kabur dan tidak jelas dalam amar putusan; 

Rekomendsi 

Agar Hakim lebih teliti dalam membuat amar atau putusan untuk 

menghindari kesalahan yang dapat mengakibatkan putusan tersebut tidak 

dapat dieksekusi; 
 

2. Kondisi 

Ditemukan perbedaan amar pencabutan perkara atas perkara Nomor 

420/Pdt.G/2023/PA Mrs dengan perkara …Pdt.G/2023/PA Mrs; 



 

Kriteria 

❖ SK KMA Nomor: 359/KMA/SK/XII/2022 tentang Template dan Pedoman 

Penulisan Putusan/Penetapan Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat 

Banding pada Empat Lingkungan Peradilan di Bawah Mahkamah 

Agung (mulai halaman 1021); 

◆  Mengabulkan permohonan Penggugat mencabut gugatannya dalam 

perkara Nomor ...../Pdt.G/20..../PA/MS....., tanggal.................;  

◆  Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama/Mahkamah 

Syar’iyah ............., untuk mencatat pencabutan tersebut dalam 

register perkara;  

◆  Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara 

ini sejumlah Rp 

❖ Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama 

(BUKU II) Edisi Revisi Tahun 2013 hal. 81 

Sebab 

Adanya perbedaan pemahaman/pendapat antara hakim terkait dengan 

amar pencabutan;  

Akibat 

Amar Putusan/Penetapan tidak seragam;  

Rekomendasi 

Agar Ketua Pengadilan Agama Maros memerintahkan Para Hakim untuk 

menyesuaikan format terbaru dalam membuat putusan atau penetapan 

dengan berpedoman pada SK KMA Nomor: 359/KMA/SK/XII/2022 tentang 

Template dan Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan Pengadilan Tingkat 

Pertama dan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan di Bawah 

Mahkamah Agung dan Buku II edisi revisi tahun 2013 tentang Pedoman 

Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama; 

 

3. Kondisi 

Berkas Perkara Nomor: 500/Pdt.G/2023/PA.Mrs berita acara sidang tanggal 

16 Oktober 2023 dinyatakan Penggugat dan Tergugat hadir dalam 



 

persidangan akan tetapi diakhir berita acara sidang Majelis Hakim 

memerintahkan Jurusita Pengganti untuk menyampaikan isi putusan kepada 

Tergugat; 

Kriteria 

Buku II edisi revisi tahun 2013 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas dan 

Administrasi Peradilan Agama hal. 39: 

❖ Angka 3 : Panitera Pengganti harus membuat berita acara sidang yang 

memuat tentang hari, tanggal, tempat, susunan persidangan, pihak 

yang hadir dan jalannya pemeriksaan perkara tersebut dengan lengkap 

dan jelas; 

❖ Angka 4 huruf (c) : jika ada kesalahan ketik, perbaikannya 

menggunakan metode renvoi dan kata yang diganti harus terbaca, serta 

diparaf oleh Ketua Majelis dan Panitera Pengganti; 

Sebab 

Kelalaian Panitera Pengganti dalam membuat berita acara sidang dan 

Ketua Majelis yang tidak teliti sebelum menandatangani berita acara sidang 

tersebut; 

Akibat 

Adanya kekeliruan dan ketidaksinkronan dalam berita acara sidang 

tersebut; 

Rekomendasi 

Agar Panitera Pengganti lebih teliti dan cermat dalam membuat berita acara 

sidang agar tidak terjadi kesalahan yang berulang-ulang; 
 

4. Kondisi 

Untuk Putusan dan Penetapan yang diputus atau ditetapkan mulai tahun 

2023 untuk formatnya masih belum sesuai dengan template terbaru yang 

telah ditentukan oleh Mahkamah Agung. Seperti dalam penulisan kepala 

putusan atau penetapan, untuk template terbaru penulisan nama pengadilan 

yang memutus atau menetapkan ditulis dengan huruf kapital dan dicetak 

tebal di bawah irah-irah. 

 

 



 

Kriteria 

SK KMA Nomor: 359/KMA/SK/XII/2022 tentang Template dan Pedoman 

Penulisan Putusan/Penetapan Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat 

Banding pada Empat Lingkungan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung 

(mulai halaman 890); 

Sebab 

Masih terbiasa dengan format yang lama, sehingga belum segera 

menyesuaikan dengan template terbaru yang telah dikeluarkan oleh 

Mahkamah Agung RI; 

Akibat 

Untuk Putusan dan Penetapan di PA Maros formatnya masih belum sesuai 

template yang terbaru; 

Rekomendasi 

Agar Ketua Pengadilan Agama Maros memerintahkan Para Hakim untuk 

menyesuaikan format terbaru dalam membuat putusan atau penetapan 

dengan berpedoman pada SK KMA Nomor: 359/KMA/SK/XII/2022 tentang 

Template dan Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan Pengadilan Tingkat 

Pertama dan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan di Bawah 

Mahkamah Agung; 

 

V. ADMINISTRASI UMUM 

1. PENGELOLAAN KEBERSIHAN LINGKUNGAN 

Kondisi : 

Pada bagian pintu masuk kantor terdapat gundukan pasir dan sisa tegel 

yang mengganggu kelancaran akses kendaraan masuk pegawai dan 

pencari keadilan serta menggangu keindahan. 

Kriteria : 

-  BUKU II Penjelasan Pedoman Standar Sertifikasi Akreditasi Penjaminan 

Mutu Pengadilan Agama/Mahkamah Syariah. 

-  Standar Operasional Prosedur (SOP) Pemeliharaan Lingkungan dan 

Keamanan Kantor Pengadilan Agama Maros (SOP/AS/19) 

 

 



 

Sebab 

Tidak konsisten melaksanakan mekanisme dan sistem pengelolaan 

kebersihan lingkungan berdasarkan pedoman Penjelasan Pedoman Standar 

Sertifikasi Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Agama. 

Akibat 

Sistem dan Mekanisme kebersihan lingkungan tidak berjalan sesuai dengan 

BUKU II Penjelasan Pedoman Standar Sertifikasi Akreditasi Penjaminan 

Mutu Pengadilan Agama dan dan Standar Operasional Prosedur 

Pemeliharaan Lingkungan dan Keamanan Kantor (SOP/AS/19). 

Rekomendasi : 

Agar Kasubag Umum dan Keuangan segera melakukan tindak lanjut untuk 

memindahkan atau membersihkan gundukan pasir dan tumpukan tegel 

pada bagian pintu masuk kantor. 

 

2. Monitoring dan Evaluasi Tim Pengelola Keuangan  

Kondisi  
Kuasa Pengguna Anggaran bersama Tim pengelola keuangan belum 

melakukan rapat evaluasi pelaksanaan anggaran periode bulan 

 Desember 2023.  

Kriteria : 

-  Peraturan Menteri Keuangan nomor 62 tahun 2023 tentang 

Perencanaan anggaran, Pelaksanaan anggaran, serta Akuntansi dan 

Pelaporan Keuangan.  

-  Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2013 tentang  

 Pedoman Pelaksanaan Pertanggungjawaban Belanja Negara di 

Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya.  

Sebab : 

Tidak konsisten melaksanakan agenda rapat evaluasi anggaran.  

Akibat : 

Tim pengelola keuangan tidak mengetahui hal-hal apa saja yang harus 

 dilaksanakan demi terwujudnya pengelolaan anggaran yang efektif dan 

 akuntable.  

 



 

Rekomendasi : 

Agar Kuasa Pengguna Anggaran beserta Tim Pengelolan Keuangan 

 mengadakan rapat evaluasi pelaksanaan anggaran secara konsisten 

 setiap bulannya. 

 

VI. PERENCANAAN TI DAN PELAPORAN  

1. Tranparansi Anggaran 

Kondisi : 

Sudah ada menu transparansi anggaran dalam website, namun realisasi 

anggaran bulan Nopember 2023 belum dipublish di website PA Maros. 

Kriteria : 

Surat Keputusan Mahkamah Agung RI. Nomor 144/KMA/VII/2007 tentang 

Keterbukaan Informasi di Pengadilan. 

Sebab : 

Pengelola Pelaporan dan website agak lalai dalam hal transparansi 

keuangan. 

Akibat : 

Transparansi keuangan belum dapat dilihat pada website; 

Rekomendasi : 

Agar segera mengupload realisasi anggaran bulan Nopember 2023 pada 

website Pengadilan Agama Maros.               

2. Perencanaan Kegiatan 

Kondisi : 

Sampai dengan Minggu ke dua Desember 2023, Sub Bagian 

Perencanaan TI dan Pelaporan belum menyusun rencana kerja dan time 

schedul terkait pengelolaan belanja pemeliharaan dan perawatan gedung 

kantor untuk periode tahun 2024. 

Kriteria : 

- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang 

Perencanaan anggaran, Pelaksanaan anggaran, serta Akuntansi dan 

Pelaporan Keuangan.  



 

-  Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2013 tentang 

 Pedoman Pelaksanaan Pertanggungjawaban Belanja Negara di 

Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya.  

Sebab : 

Kepala Sub Bagian Perencanaan TI dan Pelaporan lalai dalam 

melaksanakan tupoksi. 

Akibat : 

Pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dan perawatan gedung 2024 belum 

tergambar secara jelas. 

Rekomendasi: 

Agar Kepala Sub Bagian Perencanaan TI dan Pelaporan berkoordinasi 

dengan Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan segera menyusun 

rencana kerja dan time schedlu kegiatan  pemeliharaan dan perawatan 

gedung 2024.        

 

VII. KEPEGAWAIAN, ORGANISASI DAN TATALAKSANA : 

1.  Pembuatan Surat Keputusan (SK) 

Kondisi : 

Belum diterbitkan Surat Keputusan (SK) tentang biaya Perolehan 

Informasi; 

Kriteria : 

❖  Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan 

Informasi Publik; 

❖  Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2010 tentang 

Instruksi Inplementasi Keterbukaan Informasi pada Kalangan 

Pengadilan; 

Sebab : 

Adanya kelalaian;  

Akibat : 

Pengadilan Agama Maros belum berpedoman pada aturan yang 

berlaku; 

 

 



 

Rekomendasi : 

Sesegera mungkin dibuatkan Surat Keputusan (SK) Biaya Perolehan 

Informasi; 

2.  Uraian Tugas 

Kondisi : 

Belum dibuatkan uraian tugas secara menyeluruh kepada pegawai; 

Kriteria : 

Semua pegawai dibuatkan Job Description agar jelas acuan kerjanya; 

Sebab : 

Adanya kelalaian; 

Akibat : 

Pegawai tidak mengetahui dengan jelas tugas pokok dan tugas 

tambahan yang harus dikerjakan; 

Rekomendasi : 

Agar segera membuat uraian tugas masing-masing pegawai; 

 

TANGGAPAN OBRIK : 

Dalam waktu singkat bersedia memperbaiki kekurangan tersebut dan tidak 

mengulangi lagi pada hari-hari mendatang, serta akan melaporkan perkembangan 

tindak lanjut temuan ini paling lambat satu minggu setelah temuan ini diterima. 

 

 

Mengetahui: 

Kordinator Pengawasan 

Pengadilan Agama Maros 

 Maros, 15 Desember 2023 

 

Ketua Pengadilan Agama Maros 

               

   

   

Muhammad Arif, S.H.I.  Irham Riad, S.H.I., M.H. 

 

 

 



 

 
 
 
 

 
 
 

LAPORAN TINDAK LANJUT HASIL PEMERIKSAAN  
HAKIM PENGAWAS BIDANG (HAWASBID) 

PENGADILAN AGAMA MAROS 

TRIWULAN IV (OKTOBER – DESEMBER) TAHUN 2023 
  



TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN 
HAKIM PENGAWAS BIDANG TRIWULAN IV 

 
Bidang :  Manajemen Peradilan 
Satker  :  Pengadilan Agama Maros 
Hari/Tgl :  11 Desember – 14 Desember 2023 

 

NO KONDISI TINDAK LANJUT EVIDEN 

1 2 3 4 

1 Manajemen Peradilan 
 
Dalam pengelolaan Website sudah 
baik, dalam Penilaian Triwulan II 
Tahun 2023   pengelolaan website 
memperoleh nilai 2,86 dalam 
Penilaian Triwulan III Tahun 2023   
pengelolaan website memperoleh 
nilai 2,87 sehingga hanya 
mengalami kenaikan yang berkisar 1 
% yang seharusnya nilai yang 
diperoleh 3%; 

Telah ditindaklanjuti dengan 
mengevaluasi Indikator kekurangan 
Penilaian pada Triwulan III, dan 
melakukan pembaharuan menu dan 
publish. 

 
 

 
 

 



2 Dalam penilaian Monitoring CCTV 
pada PA. Maros dalam kondisi 
Online sehingga pada penilaian 
kinerja Triwulan III mengalami 
penurunan 2,94 % sedangkan pada 
penilaian kinerja Triwulan II telah 
memperoleh nilai yang sesuai 
dengan standar penilaian 3% 

Telah ditindaklanjuti dengan 
menganalisa dan berkonsultasi 
denganTIM Badilag terkait Monitoring 
CCTV. Penilaian Triwulan III 
mengalami penurunan dikarenakan 
pengisian pada kolom Catatan oleh 
TIM Pengawas PTA yang 
mengurangi penilaian yang 
seharusnya cukup memberikan 
penilaian pada waktu kehadiran 

 



NO KONDISI TINDAK LANJUT EVIDEN 

1 2 3 4 

 
3 Dalam memulai suatu pekerjaan 

setiap pegawai harus mengetahui 
job descriptionnya masing-masing 
agar tahu tugas pokok dan 
fungsinya, namun pada PA. Maros 
belum terdapat Job descriptionnya 

Telah ditindaklanjuti dengan 
membuat job description tugas pokok 
dan fungsi masing-masing pegawai 

 
 

  



 

TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN 
HAKIM PENGAWAS BIDANG TRIWULAN IV 

 
Bidang :  Kinerja Pelayanan Publik 
Satker  :  Pengadilan Agama Maros 
Hari/Tgl :  11 Desember – 14 Desember 2023 

 

NO KONDISI TINDAK LANJUT EVIDEN 

1 2 3 4 

1 ID Card Pencari Keadilan  
 
Ada bebarapa tali ID Card yang sudah 
putus dan disambung ulang 

Telah dilakukan pembelian dan 
penggantian tali id card yang putus, 
dan telah dihimbau kepada petugas 
pengelola ID Card untuk menjaga ID 
Card agar tidak rusak dan hilang. 

 
 

2 Penilaian Kepuasan Layanan Harian  
 
Survey Kepuasan harian periode bulan 
Desember 2023 tidak dilaksanakan 
setiap hari perjenis layanan 

Telah ditindaklanjuti dengan 
pengarahan kepada petugas antrian 
sidang dan petugas layanan PTSP 
untuk menjalankan kembali layanan 
survey harian PTSP di setiap layanan. 

 
 



NO KONDISI TINDAK LANJUT EVIDEN 

1 2 3 4 

 
3 Laporan Penyelenggaraan PTSP  

 
Laporan Penyelenggaraan PTSP bulan 
Nopember dan Desember 2023 belum 
dibuat secara periodik dan berjenjang 

Telah ditindaklanjuti dengan membuat 
laporan PTSP Bulan November dan 
memberikan pengarahan kepada 
Pengelola PTSP untuk membuat 
laporan PTSP dan melaporkan ke 
pimpinan setiap bulan 

 
 

  



TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN 
HAKIM PENGAWAS BIDANG TRIWULAN IV 

 
Bidang :  Administrasi Perkara 
Satker  :  Pengadilan Agama Maros 
Hari/Tgl :  11 Desember – 14 Desember 2023 

 

NO KONDISI TINDAK LANJUT EVIDEN 

1 2 3 4 

1 Untuk tata kelola arsip secara manual di PA 
Maros sudah baik, namun perlu dilakukan 
peningkatan seperti belum ada cctv untuk 
pengawasan ruang arsip, dan masih 
kekurangan rak dan box untuk arsip inaktif 

Telah ditindaklanjut dengan dilakukannya 
rapat antara Panitera dan Kasubag Umum 
dan Keuangan terkait penyediaan rak dan 
box untuk arsip inaktif dan pengadaan cctv 
di ruang arsip 

 

 
 



NO KONDISI TINDAK LANJUT EVIDEN 

1 2 3 4 

 
 
 



 TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN 
HAKIM PENGAWAS BIDANG TRIWULAN IV 

 
Bidang :  Administrasi Persidangan 
Satker  :  Pengadilan Agama Maros 
Hari/Tgl :  11 Desember – 14 Desember 2023 

 

NO KONDISI TINDAK LANJUT EVIDEN 

1 2 3 4 

1 Terdapat di dalam amar perkara Nomor 
410/Pdt.G/2023/PA Mrs identitas para pihak 
tidak lengkap dalam hal ini nama orang tua 
para pihak tidak dicantumkan padahal di dalam 
surat gugatan sudah lengkap semuanya 

Telah ditindaklanjuti dengan menambahkan 
nama orang tua para pihak di amar 
putusan 

 
2 Ditemukan perbedaan amar pencabutan 

perkara atas perkara Nomor 
420/Pdt.G/2023/PA Mrs dengan perkara 
…Pdt.G/2023/PA Mrs 

Telah dtindaklanjuti dengan 
memerintahkan kepada para Hakim untuk 
membuat format terbuat dalam membuat 
putusan atau penetapan dengan pedoman 
pada SK KMA Nomor : 
359/KMA/SK/XII/2022 

 

 



NO KONDISI TINDAK LANJUT EVIDEN 

1 2 3 4 

3 Berkas perkara nomor 500/Pdt.G/2023/PA.Mrs 
berita acara sidang tanggal 16 Oktober 2023 
dinyatakan penggugat dan tergugat hadir 
dalam persidangan akan tetapi diakhiri berita 
acara sidang Majelis Hakim memerintahkan 
Jurusita Pengganti untuk menyampaikan isi 
putusan kepada tergugat 

Telah dtindaklanjuti dengan Panitera 
Penggati mengubah BAS untuk perkara 
500/Pdt.G/2023/PA.Mrs 

 
4 Putusan dan penetapan yang diputus atau 

ditetapkan mulai tahun 2023 untuk formatnya 
masih belum sesuai dengan template terbaru 
yang telah di tentukan oleh Mahkamah Agung. 
Seperti dalam penulisan kepala putusan atau 
penetapan, untuk template terbaru penulisan 
nama pengadilan yang memuts atau 
menetapkan ditulis dengan huruf kapital 
dicetak tebal di bawah irah-irah 

Telah dtindaklanjuti dengan ketua 
memerintahkan para Hakim untuk 
membuat format terbuat dalam membuat 
putusan atau penetapan dengan pedoman 
pada SK KMA Nomor : 
359/KMA/SK/XII/2022 

 
 
 

  



TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN 
HAKIM PENGAWAS BIDANG TRIWULAN IV 

 
Bidang :  Administrasi Umum 
Satker  :  Pengadilan Agama Maros 
Hari/Tgl :  11 Desember – 14 Desember 2023 

 

NO KONDISI TINDAK LANJUT EVIDEN 

1 2 3 4 

1 Pengelolaan Kebersihan Lingkungan  
 
Pada bagian pintu masuk kantor terdapat 
gundukan pasir dan sisa tegel yang 
mengganggu kelancaran akses kendaraan 
masuk pegawai dan pencari keadilan serta 
menggangu keindahan 

Telah ditindaklanjuti dengan 
memindahkan tumpukan tegel ke 
gudang, namun untuk gundukan pasir 
belum dibersihkan karena masih 
terdapat pekerjaan pembangunan 
Gedung pada ruang tunggu sidang luar 
yang akan segera diselesaikan. 

Before 

 
 

After 

 



NO KONDISI TINDAK LANJUT EVIDEN 

1 2 3 4 

2 Monitoring dan Evaluasi Tim Pengelola 
Keuangan  
 
Kuasa Pengguna Anggaran bersama Tim 
pengelola keuangan belum melakukan 
rapat evaluasi pelaksanaan anggaran 
periode bulan Desember 2023 

Telah ditindaklanjuti dengan 
melaksanakan rapat evaluasi anggaran 
dan membuat Agenda Rapat Tim 
Pengelola Keuangan Tahun 2024 

 
 
 

  



TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN 
HAKIM PENGAWAS BIDANG TRIWULAN IV 

 
Bidang :  Perencanaan TI Dan Pelaporan 
Satker  :  Pengadilan Agama Maros 
Hari/Tgl :  11 Desember – 14 Desember 2023 

 

NO KONDISI TINDAK LANJUT EVIDEN 

1 2 3 4 

1 Tranparansi Anggaran  
 
Sudah ada menu transparansi 
anggaran dalam website, namun 
realisasi anggaran bulan 
Nopember 2023 belum dipublish di 
website PA Maros 

Telah ditindaklanjuti dengan mengupload 
Realisasi Anggaran Bulan Nopember pada 
Website dan Media Social secara berkala, dan 
telah dihimbau kepada Admin Website untuk 
update Menu-menu pada Website disetiap awal 
bulan. 

 



NO KONDISI TINDAK LANJUT EVIDEN 

1 2 3 4 

 
2 Perencanaan Kegiatan  

 
Sampai dengan Minggu ke dua 
Desember 2023, Sub Bagian 
Perencanaan TI dan Pelaporan 
belum menyusun rencana kerja 
dan time schedlu terkait 
pengelolaan belanja pemeliharaan 
dan perawatan gedung kantor 
untuk periode tahun 2024 

Telah ditindaklanjuti dengan dibuatnya Kerangka 
Acuan Kegiatan Usulan Anggaran Belanja 
Operasional dan Pemeliharaan Kantor Tahun 
2024 

 
 
 

  



TINDAK LANJUT HASIL PENGAWASAN 
HAKIM PENGAWAS BIDANG TRIWULAN IV 

 
Bidang :  Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana 
Satker  :  Pengadilan Agama Maros 
Hari/Tgl :  11 Desember – 14 Desember 2023 

 

NO KONDISI TINDAK LANJUT EVIDEN 

1 2 3 4 

1 Pembuatan Surat Keputusan (SK) 
 
Belum diterbitkan Surat Keputusan 
(SK) tentang biaya Perolehan 
Informasi 

Telah ditindaklanjuti dengan 
dibuatkannya SK Tim Pengelola 
Informasi dan Dokumentasi (PPID) 
pada Pengadilan Agama Maros 

 

 



2 Uraian Tugas 
 
Belum dibuatkan uraian tugas secara 
menyeluruh kepada pegawai kantor 
untuk periode tahun 2024 

Telah ditindaklanjuti dengan 
dibuatkannya uraian tugas pegawai 
secara menyeluruh pada Pengadilan 
Agama Maros. 

 
 
 
 
 


